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KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR r27 | PP.O4.2-Kptl 13 12 / KPU -Kab I tx I 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 12 1 I PP.O4.2-Kpt I 13 12 I KPU -

IKablrxl2}2o TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2O/PP.O4,2-

Kpt I | 3 12 / KPU -Kab I tI I 2O2O TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN

PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pasaman

Barat Nomor 6O/K.Bawaslu.SB07/PM.O5.O2 Perihal
Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O15 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7' yang

menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota ;

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai

dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

mana
perlu

Umum



Mengingat 1

Kabupaten Pasaman Barat tentang pengaktifan kembali
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Barat Tahun 2O20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O15 Nomor 23, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 terrtang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilhaa Umum Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2Ol7 tentang perubahan Kedua atas peraturan
komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang
tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyenggaraan
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1498);



3. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum
Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun
2OI9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 151 1).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.O6.4-
KptO3/KPU/II|2O2O tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor l2lPPlO4.2-
SD/01/KPU/||2O2O tanggal 10 Januari 2O2O, Perihal
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2O20;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.L-Kptll3l2IKPU-
Kab/XI/2O19 atas perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
112/HK.03.1-Kptl l3l2lKPU-Kablxl2Ol9 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 3lPP.O6.2-KptlI3l2IKPU-
Kablll2Olg tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16l |HK-O6.4-
BA/ 1372 IKPU-Kab IIX/ 2O2O tanggal 25 September
2O2O tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dugaan
Pelangaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Ranah Batahan dan Panitia Pemungutan
Suara Nagari Batahan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASAMAN BARAT NOMOR l2r lPP.Oa.2-Kptl r3t2/KPU-
KablrXl2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PASAMAN BARAT NOMOR 20lPP.O4.2-Kptl L3r2IKPU-
KabITTI2O2O TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RANAH

BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PASAMAN BARAT TAHUN 2O2O

Menetapkan

NO NAMA LIP ALAMAT

1 HENRI HANAFI, S.Pd.I L SILAPING

2 ZAIMAHRUDDIN, S.Pd L
SIDOMULYO,
DESA BARU

3 PEBzu JUANDA L JR. SILAYANG

4 NONI ELVIA, S.HM P MULYORE"IO

Menetapkan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2O2O;

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2O2O di tingkat
Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman
pada ketentrran peratrrran perundang-undangan;



KgTIGA

KEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
72LlPP.O4.2-Kptl1312lWU-Kab/IX/2O20 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2O|PP.O4.2-
Kptl l3l2/Kpu-l<abllll2O20 tentang Pemberhentian
Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah
Batahan Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan
Gubermrr dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2O20;

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecarnatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sejak Keputusan ini
ditetapkan sampai dengan sampai tanggal 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 September 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

ttd

ZAIDI

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


